LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
NOMOR : 89 TAHUN: 1983 SERI D NO. 88

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NORMOR : 4 TAHUN 1983
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK SARINABATI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa 26 Unit Usaha di Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah yang masing-masing ditetapkan seba-
gai Perusahsan Daerah dengan Peraturan Daerah
No. 6 Tahun 1972, telah dikelompokan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dalam beberapa sektor jenisnya, antara lain Sektor
Minyak Sarinabati ;

b. bahwa walaupun secara formal berdasarkan Per-
aturan Pemerintah No. 6 Tahun 197Z Unit-unit



Mengingat
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Usaha tersebut mempunyai kedudukan sebagai
Badan Usaha yang masing-masing berdiri sendiri
namun pada kenyastaan pelaksansan managemen
justru sektor-sektor yang berfungsi sebagai badan
HUKUM ;

. bahwa dalam rangka menertibkan kedudukan

Hukum Perusahaan-perusahaan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dirasa perlu
menetapkan masing-masing sektor tersebut sebagai
Perusahaan Daerah yang berdiri sendiri agar dapat
menjalankan usahanya berdasarkan azas-azas eko-
nomi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peratur-
an perundang-undangan yang berlaku ;

. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas,

dipandang perlu mengadakan perubahan yang
menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 6 Tahun 1972
dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendiri-
én Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusa-

haan Daerah ;

. Undang-Undang No. 5§ Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah ;

. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1972

jo Instruksi Menteri Dalhm Negeri No. 26 Tahun
1975 tentang Perusahaan yang berasal dari penye-
rahan Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasar-
kan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1964
Supaya dinyatakan menjadi Perusahaan Daerah.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 539-666

tanggal 7 Oktober 1981 tentang petunjuk pelaksana-
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an pengangkatan dan pemberhentian Anggota
Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ©: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT | JAWA TENGAH TENTANG PEN-
DIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK
SARINABATI PROPINSI DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah Tingkat | adalah Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah ;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ;

d. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Minyak Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah;

f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Minyak Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah;

g. Unit/Pabrik adalah suatu kesatuan produksi dalam lingkungan
Perusahaan;

h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Minyak Sarinabati Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ;
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i. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kota-
madya Daerah Tingkat Il se Jawa Tengah ;

j. Pegawai/Karyawan adalah pegawai/karyawan Perusahsan.
BAB 11
PENDIRIAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah
Minyak Sarinabati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pada
saat berdirinya terdiri dari beberapa unit usaha yang telah dikelompok-
kan sesuai dengan maksud Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1972 dan Nomor 6 Tahun 1976.

(2) Perusahaan terdiri dari 4 (empat) Unit/Pabrik :
a. Pabrik Minyak Kelapa "SARINABATI" di Semarang ;
b. Pabrik Minyak kelapa "SARINABATI"' di Kebumen ;
. Pabrik Minyak Kelapa "SARINABATI" di Purwokerto ;
. Pabrik Minyak Kelapa "SARINABATI" di Cilacap.
Pasal 3

(1) Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan
usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

a 6

(2) Perusahaan memperoleh kedudukan- sebagai Badan Hukum
dengan berlakunya Peraturan Daeral ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini, terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum di
Indonesia.

BAB X
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5
(1) Perusahaan mempunyai kantor Pusat yang berkedudukan di
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Ibu Kota Rroptari Daerah Tingkat | Jawa Tengah dan mempunyai Unit/
Pabrik di Wilayah Daerah Tingkat | Jawa Tengah.

(2) Dengan penetuan Gubernur Kepala Daerah Perusahaan dapat
mempunyai perwakilan di tempat lain yang diperlukan.

BAB IV
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Paaal 6

Perusahaan bertujuan untuk turut serta memperkembangkan

perekonomian Daerah guna menunjang pembangunan Daerah pada
khususnya dan melaksanakan kegiatan perekonomian Nasional pada

umumnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai salah
satu sarana bagi sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 7
a
(1) Untuk mencapai tujuan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan
Daerah ini, Perusahaan berpedoman pada azas-azas Ekdnomi Perusaha-
an serta prinnp-pnmtp akuntansi Perusahaan.

(2) Dalam melaksanakan tujuan tersebut dalam Pasal 6 Peraturan
Daerah ini, Perusahaan dapat bekeija sama dengan Badan Usaha Milik
Negara, Koperasi dan Swasta Nasional.

Paaal 8

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha:
a. Industri Minyak Goreng;
b. Industri Refinery.
BAB V
MODAL
Pasal 9

(1) Modal Perusahaan terdiri untuk seluruhnya atau sebagian dari
kekayaan Daerah yang dipisahkan.
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(2)Modal Perusahean yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas ssham-saham.

(3) Modal Perusahaan dapat’metupakan penyertaan dari Pemerin-
tah Daerah Tingkat I dan Pemgrintah Daerah Tingkat 11/Badan Usaha
Milik Negara/Koperasi/Swasta Nasional dan terdiri atas saham-saham.

(4) Perbandingan penyertaan modal tersebut dalam Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Daerah ini untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan pihak
lainnya adalah 55 : 45,

Pasal 10
(1) Modal dasar Perusahaan berjumilah Rp. 2.500.000.000,- (Dua
milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Jumiah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat ditambah
dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah dan berlaku setelah
mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11
(1) Perusahz;an mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan

dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf ¢ Peraturan
Daerah ini.

(2) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan
rahasia.

(3) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh
Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

SAHAM

Pasal 12

(1) Saham yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah
ini dikeluarkan atas nama dengan ketentuan hanya dapat dipindlh
tangankan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1.



(2) Nilai nominal saham ditetapkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah.

(3) Saham Perusahan terdiri atas saham prioritas dan saham biasa.

(4) Saham prioritas hanya dimiliki oleh Daerah.

(5) Saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, Pemerintah Daerah
Tingkat I1/Badan Usaha Milik Negara/Koperasi/Swasta Nasional.

(6) Pembayaran saham-saham dengan “goodwiU" tidak diperboleh-
kan.

bab VvNn
KEPENGURUSAN

Pasal 13

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang dengan ketentuan:

a. Salah Seorang dintara Anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur
Utama dan lainnya sebagai Direktur ;

b. Direksi bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui
Badan Pengawas.

(2) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
Kepala Daerah atas usul rapat umum para Pemegang Saham dan atau
Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri
Dalam Negeri.

(3) Anggota Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan
tersebut berakhir.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Aggota Direksi harus dipenuhi
syarat-syarat:
a. Warganegera Indonesia;

b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
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¢. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan ;

d. Tidak merangkap pekerjaan atau jabatan lainnya, kecuali dengan
ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah ; ‘

e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan
Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusaha-
an.

(5) a. Unit/Pabrik dipimpin oleh seorang Kepala Unit/Pabrik ;
b. Kepala Unit/Pabrik bertanggung jawab kepada Direksi ;

c. Kepala Unit/Pabrik diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan
memperhatikan syarat-syarat bagi Anggota Direksi sebagaimana
tersebut dalam ayat (4) Pasal ini dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini,
serta mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Antar Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan
Kepala Unit/Pabrik tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat
ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk
menantu dan ipar kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan
mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dengan
pertimbangan Badan Pengawas.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini termasuk keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat
menjalankan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala
Daerah.

(3) Anggota Direksi dan Kepala Unit/Pabrik dilarang merangkap
jabatan lain, kecuali dengan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

(4) Anggota Direksi dan Kepala Unit/Pabrik dilarang mempunyai
kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada Perusaha-
an/perkumpulan lain yang berusaha dalam kegiatan yang bertujuan
mencari laba.

Pasal 15

(1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh

10
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Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir
karena :

a. Meninggal dunia
b. Permintaan sendiri ;

¢. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan atau
bertentangan dengan kepentingan Negara ;

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar ;

e. Mendapat tugas lain dari Gubernur Kepala Daerah.

{2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat
(1) huruf ¢ Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan
untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai
dengan usul Badan Pengawas.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis
kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan
Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan
pemberhentian sementara tersebut.

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana
tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu
oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota
Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian
sementaranya.
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam
persidangan tersebut tanpa keterangan tertulis yang dapat dipertang-
gung jawabkan, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang
diputuskan oleh Badan Pengawas.

b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota
Direksi yang bersangkuan tetap diusulkan untuk diberhentikan
ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera
menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur
Kepala Daerah.

11
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¢. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan
sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah
mengeluarkan keputusan dan menyapaikan secara tertulis kepada
Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota
Direksi lainnya.
Dalam hal pemberhentian tersebut tidak dilakukan dalam waktu
yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal
menurut hukum.

d. Apabila Badan Pengawas tidak mengadakan Sidang dalam waktu 1
(satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan
seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka keputusan
pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah menjadi
batal menurut hukum.

e. lika Keputusan Gubernur Kepala Daerah dalam ayat (4) huruf ¢
Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Direksi yang
bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis
kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam
waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahan tentang keputusan
termasuk diterimanya.

Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap permohonan
banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak
surat banding diterimanya.

Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

f. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap
permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam
huruf e ayat ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut
menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang
bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 16

(1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.

(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam
ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik

12



sendiri, maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain, dengan
persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Paaal 17
(1) Direksi melakukan kebijaksanaan perusahaan sehari-hari sesuai
kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Badan Pengawas.
(2) Direksi berkewajiban memimpin pengelolaan Perusahaan.
(3) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(4) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan
Unit/Pabrik dalam Perusahaan diatur dalam suatu Peraturan yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah,
dengan pertimbangan badan Pengawas.

Pasal 18

(1) Direksi memerlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah
dalam hal:

a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk waktu lebih
dari 2 (dua) tahun ;

b. penyertaan dan mengambil bagian dalam perusahaan lain.

(2) Direksi memerlukan pemberian kuasa dari Gubernur Kepala
Daerah dalam hal:

a. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
b. memperoleh, memindah-tugaskan atau membenahi benda tidak
bergerak;

c. tindakan-tindakan hukum dalam mana Direksi juga mempunyai
kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan atau berlainan
dengan kepentingan Perusahaan;

d. memperbesar dan memperluas Perusahaan atau menambah bagian
baru untuk menjalankan produksi baru.

(3) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) Pasal ini diberikan oleh Gubenur Kepala Daerah dengan

13
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pertimbangan Badan Pengawas.

(4) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut
dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap
tidak mewakili Perusahaan, dan untuk ini menjadi tanggung jawab
pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.’

BAB VIl
RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

(1) Rapat Pemegang Saham diadakan sekurang-kurangnya sekali
dalam setahun. :

(2) Hal-hal yang ada hubungannya dengan rapat dan pelaksanaan
hak pemegang Saham diatur di dalam peraturan yang ditetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IX

PENGAWASAN
Pasal 20
(1) Direksi berada dibawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah
vang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas.
(2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap
pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
Pasal 21
(1) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan
pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi.

{2) Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Pasal ini,
Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :

a. Masuk dalam Kantor dan ruangan-ruangsn yang lain yang
dipergunakan oleh Perusahaan :
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b. Memeriksa (verivikasi) buku-buku, surat-surat, dan Kas Perusahaan,
serta mengetahui semua tindakan yang telah dilakukan ;

c. Minta keterangan kepada Direksi tentang jalannya Perusahaan dan
Direksi diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang diminta
itu;

d. Menunjuk Kantor Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik untuk
mengadakan pemeriksaan laporan keuangan.

Pasal 22
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas harus
memenuhi syarat-syarat:
. Warga Negara Indonesia;

a
b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik ;

o

Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan ;

d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan
Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusaha-
an.

(2) Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota

Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan
keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis
kesamping termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga
yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin
tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5
(lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(2) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota
Badan Pengawas secara Ex-officio.

(3) Anggota Badan Pengawas lainnya diangkat oleh Gubernur
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Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun nah
dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

(4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah
Tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu
dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.

Ptari 24

(1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhenti-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatan belum
berakhir karena:

a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan;

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar.

(2) Dalam hal ini diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1)
huruf ¢ Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan
diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala
Daerah.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis
kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan
Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-amlan yang menyebab-
kan pemberhentian sementara tersebut.

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana
tersebut dalam ayat (3) Pasal ini HIUImMWn hal-hal sebagai berikut:

a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam suatu «i”*wg yang khusus diadakan untuk
itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas
tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya.

Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam
persidangan tersebut tanpa keterangan tertulis yang dapat dipertang-
gung jawabkan, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang
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telah diputuskan.

b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang
bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pember-
hentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan
Keputusan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan
sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah
mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikan secara tertulis
kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan
Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam
waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi
batal menurut hukum.

(5) Jika sidang tersebut dalam ayat (4) Pasal ini tidak diadakan
dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberi-
tahukan menurut ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini, maka Keputusan
pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini menjadi batal menurut hukum.

(6) Jika Keputusan Gubernur Kepala Daerah dalam ayat (4) huruf
¢ Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang
bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan
banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai
alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan
tentang keputusan termaksud diterimanya.

Mentri Dalam Negeri mengambil Keputusan terhadap permohonan
banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat
banding diterimanya.

Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

(7) Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan
terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan
dalam ayat (6) Pasal ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah
tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang
bersangkutan dianggap tidak diterima.
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BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI

Pazal 25

(1) Semua Pegawai/Karyawan Perusahaan, termasuk Anggota
Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas
penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persedia-
an, yang karena tindakan yang melalaikan kewajiban dan tugas yang di-
bebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah
menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugi-
an tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap
pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan Per-
usahaan.

(3) Semua Pegawai/Karyawan Perusshaan yang dibebani tugas
penyimpanan, Pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat ber-
harga milik Perusahaan dan barang-barang milik Perusahaan .yang
disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan
semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan mempertang-
gung-jawabkan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang
ditunjuk ofeh Gubernur Kepala Daerah.

(4) Pegawai/Karyawan termasuk dalam ayat (3) Pasal ini tidak
perlu mengirimkan pertanggung-jawaban mengenai cara mengurusnya
kepada Badan dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut dilakukan menurut ke-
tentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah,

(5) Semua bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang
termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan
ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur
Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan
dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk
kepentingan sesuatu pemeriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan
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pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat
lainnya termaksud dalam ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat
dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

(7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari
ketentuan mengenai tata-cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi
Pegawai/Karyawan termaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang disesuaikan
dengan struktur organisasi Perusahaan itu sendiri.

Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah mendapat pengesahan
Menteri Dalam Negeri.

BAB Xl
KEPEGAWAIAN
Pasal 26

(1) Kedudukan Huku, Gaji, Uang Balas Jasa dan penghasilan lain
dari Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan diatur dengan beratur-

an Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam
Negeri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pokok Peraturan
Gaji Perusahaan Daerah yang berlaku.

(2) Pegawai/Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan
oleh Direksi menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh
Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian
Perusahaan.

BAB Xxn
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 27
Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali ditentukan

lain oleh Gubernur Kepala Daerah.

pasal 2»

(1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan untuk setiap
tahun buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku
yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk dimintakan
persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
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(2) Gubernur Kepala Daerah memberikan Keputusan mengenai
persetujuan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam 2 (dua)
minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Anggaran Perusahaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak
berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya apabila Gubernur Kepala
Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, menolak
atau mengemukakan keberatan Anggaran Perusahaan tersebut.

(4) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan oleh Gubernur
Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini» Direksi wajib
menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan tersebut sampai
mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah, selamabt-lambatnya
dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.

(5) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan
oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah
mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

(6) Jika Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direksi belum
mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah, sambil menunggu
ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direksi
diberlakukan Anggaran Perusahaan tahun yang lalu sebagai dasar
pengeluaran untuk tahun yang sedang berjalan.

bab xm

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PERUSAHAAN, LAPORAN PERHITUNGAN
TAHUNAN

Paaal 29

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha
berkala dan Kegiatan Perusahaan Kepada Gubernur Kepala Daerah
melalui Badan Pengawas dan Menteri Dalam Negeri Masing-masing 3
bulan sekali dan setahun sekali.

Pasal 30

(1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tiap tahun buku sesuai
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dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia kepada Gubernur Kepala
Daerah melalui Badan Pengawas dan Menteri Dalam Negeri selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku.

(2) Direksi harus menyebutkan penilaian dalam perhitungan tahun
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berdasarkan hasil pemeriksaan
Akuntan.

(3) Perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah
setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas.

(4) Perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah diterima perhitungan oleh Gubernur Kepala Daerah tidak
diajukan keberatan tertulis.

BAB XIV

PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN
Pasal 31

(1) Pengadaan barang untuk keperluan penyelenggaraan Perasaan
harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan yang telah
Hibahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan pelaksanaannya harus
dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah;

(2) Setiap perubahan status hukum barang milik Perusahaan
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan
pertimbangan Badan Pengawas dan berlaku setelah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 30
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Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu dikurangi cadangan
tujuan dan Pajak, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

a. Untuk Dana pembangunan.................. 15 % (Lima belas persen)

b. Untuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau
dividen yang dibagikan ke-
pada pemegang saham..............ccceeenene. 35% (Tiga puluh lima persen)

c. Untuk cadangan umum.........c.cccceeunnne. 35% (Tiga puluh lima persen)

d. Jasa Produksi bagi Pegawai/
Karyawan termasuk Direksi
dan Badan Pengawas.............c.coceevrvrennen. 7TW% (Tujuh setengah persen)

e. Untuk kesejahteraan Pegawai/
Karyawan termasuk Direksi
dan Badan Pengawas..............ccceeevevenee. 7%% (Tujuh setengah persen)

Jumlah......ccccooeiiiicicee, 100% (Seratus persen)

(2) Cara mengurus dan menggunakan dana cadangan tujuan dan
cadangan umum dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan
Pengawas.

BAB XVI
PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS HUKUM
PELEBURAN SERTA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
Pmri 33

(1) Pembubaran, perubahan status, peleburan serta penggabungan
Perusahaan atau Unit/Pabrik ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likwidatur Perusahaan
dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi
dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
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(4) Pertanggungjawaban Hkwidatur kepada Gubernur Kepala
Daerah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat | yang memberikan

pembebasan tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan.

(5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah Tingkat | bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu
disebabkan dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak
menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB Xxvn
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan
yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih
lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaan-
nya.

Pasi 36

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Perusahaan
Dearah Minyak Sarinabati®'.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Semarang, 14 Juli 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH,
TINGKAT | JAWA TENGAH ;

KETUA,
ttd.
ttd.
WIDARTO SOEPARDJO
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya
tanggal 31 Agustus 1983 No. 511.133-452.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah Nomor 89 tanggal 17 Oktober tahun 1983 Seri D No. 88.

Sekretaris WUayah/Daerah Tingkat |
Jawa Tengah;

ttd.

Dra.SOENAKTEDJO
NIP. 010021090.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1982
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK SARINABATI
PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM :

I 1. Sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1972 tentang '‘Persiapan ke arah terwujudnya bentuk-
bentuk Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Instruksi
Presiden Nomor 17 Tahun 1967, maka Pemerintah Daerah
Tingkat | Jawa Tengah secara berturut-turut telah menetapkan
semua Unit/Pabrik Perusahaan Daerah Jawa Tengah menjadi
Perusahaan Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yaitu ;

a. Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1972 menetapkan/
menyatakan 26 Unit/Pabrik dan 4 kantor yang berasal dari
penyerahan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Peme-
rintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1964 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1966 sebagai Perusahaan Daerah Propinsi Jawa
Tengah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962.

b. Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1979 menetapkan
kedudukan hukum dari 2 Unit Usaha yang berasal dari
penyerahan Pemerintah Pusat selain tersebut huruf a diatas
da 10 buah unit Usaha milik asli Pemerintah Daerah Tingkat
I Jawa Tengah berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1962.

2. Dalam Pelaksanan lebih lanjut, 38 buah Unit-Unit Usaha
tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah dikelompokkan menjadi S
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(lima) Sektor, yaitu :

2.1. Sektor Sandang ;

2.2. Sektor Minyak ;

2.3, SektorEs;

2.4. Sektor Aneka Industri ;
2.5. Sektor Ancka Jasa & Niaga.

. Mengingat bahwa dengan berlakunya Peraturan-Peraturan Dae-

rah . tersebut secara formal Unit-Unit Usaha mempunyai
kedudukan sebagai Badan Hukum yang masing-masing berdiri
sendiri, sedangkan pada kenyataan pelaksanaan managemen
justru Sektor-sektorlah yang berfungsi sebagai Badan Usaha,
maka dalam rangka menertibkan kedudukan hukum Perusahaan
Daerah Jawa Tengah masing-masing Sektor Usaha tersebut periu
ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah yang berdiri sendiri yang
‘materinya disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
S Tahun 1962.

. Berhubung dengan hal tersebut, dan sebagai pelaksanaan dari

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1981 Nomor
539/4216/PUOD tentang - Status Hukum Perusahaan Daerah
Tingkat I Jawa Tengah, maka perlu diadakan perubahan
terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1972 dan Nomor 6
Tahun 1976, seperti dimaksud pada angka 1 Huruf a dan b
diatas.

. Perubahan tersebut sifatnya menyeluruh, dalam arti memuat

lengkap materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, mengi-
ngat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1972 dan Nomor 6
Nomor 1976 tidak memuat anggaran dasar pendirian Perusaha-
an.

Disamping itu, perubahan tersebut berakibat dua Peraturan
Daerah dimaksud dirubah menjadi lima Peraturan Daerah baru.

. Salah satu dari lima Peraturan Daerah yang baru tersebut adalah

Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang pendirian perusaha-
an Dserah Minyak Sarinabati yang semula diatur dalam
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1972.
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3
Pasal 4

Pasal §

Pasal 6

ayat (1)

ayat (2)

: Cukup jelas.
: Untuk Mendapatkan daya-usaha dan daya-saing

yang lebih besar, maka beberapa Unit produksi yang
sejenis atau berkaitan erat digabungkan kedalam
safu kesatuan ussha, berdasarkan prinsip merger.

: Cukup jelas.
: Yang dimaksud dengan segala macam hukum di

Indonesia ialah semua hukum yang berlaku di
Indonesia seperti : Hukum Perdata dan Hukum
Dagang, serta Hukum Adat sepanjang ketentuan-
ketentuannya sesuai sebagd hukum yang berlaku di
Indonesia dan sesuai dengan Pancasila dan: Undmg
Undang Dasar 1945.

Kantor Pusat adalah Kantor yang semuls berasal

" dari sebagian Kantor PINDA MAKANAN &

MINUMAN.

: Cukup jelas.

:  Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia seka-

rang ini, Perusahaan Daerah scbagai salah satu
Sektor perekonomian Indonesia harus dikelola ber-
dasarkan azas-azas ekonomi perusahaan, sehingga
dalam menjalankan usahanya benar-benar dapat
berdaya-guna dan berhasil-guna dan benar-benar
dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendapat-
an asli Dacrah.

: Yang dimaksud Badan Usaha milik Negara adalah

semua Badan Usaha yang sahamnya untuk sebagian
atau seluruhnya menjadi milik Negara atau Daecrah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

: Cukup jelas.
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Pasal 9

Pasal 10
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Sesuai kebutuhan dan kedudukannya sebagai Badan
Hukum, Perusahaan Daerah mempunyai kekayaan
sendiri, terpisah dari kekayaan umum Daerah,
sehingga dalam pengelolaan Perusahaan Daerah
terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Modal Perusahaan dapat terdiri dari saham-saham.

Modal Perusahaan terdiri dari :

a. Modal dasar, yaitu jumlah modal yang secara
ckonomis dan teknis dibutubkan guna memper-
tahankan existensinya sebagai Perusahaan, serta
kemampuan memperoleh laba dalam fungsi dan
peranannya baik sebagai salah satu sumber
pendapatan asli Daerah, maupun kemampuan
untuk kelangsungan dan pengembangannya.
Dalam Hubungan tersebut diperiukan modal
dasar ssjumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar
lima ratus juta rupiah).

b. Modal disetor, ialah modal yang telah tertanam

dalam Perusahaan tersebut, dan besarnya modal
disetor untuk sementara ditetapkan berdasarkan
nilai buku dalam Neraca tanggal 31 Desember
1980 yang telah disusun oleh Kantor Akuntan
Publik yaitu sejumlah Rp. 199.546.370,36 (Sera-
tus sembilan puluh sembilan juta lima ratus
empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh
36/100 rupiah).

Modal disetor ini kemudian akan disusun sesuai
dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3
Desember 1979 Nomor Ekon. 8/10/48 tentang
Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Peru-
sahasn Daerah, khususnya yang berkaitan dengan
penilaian assets berdasarkan nilai pasar yang ber-
laku.

c. Besarnys modal dasatr, dapat ditambah menurut
kebutuhan dengan persetujuan Dewan Perwakilan



Pasal 11
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Rakyat Daerah. -

Adapun untuk modal disetor, sesuai dengan
perkembangan kegiatan usaha Perusahaan,
ngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menam-
bah modal yang disetor dari Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah.

d. Sumber modal Perusahaan dapat berasal dari :
1. Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat
I1, Badan Usaha milik Negara, Koperasi dan
Swasta Nasional ;

3. Pinjaman Lunak Pemerintahan Daerah Ting-
kat I dan atau Pemerintah Pusat ;

4. Cadangan.
Cadangan Umum adalah yang besar jumlah dinyata-
kan menurut keadaan sebenarnya pada Neraca.
.., Perusahaan tidak mengadaka.n cadangan diam atau
" cadangan rahasia. Hal ini mengandung arti Perusa-
haan tidak dibenarkan membentuk cadangan antara
lain :
a. menilai barang modal jauh lebih rendah dari nilai

yang sebenarnya ;

b. tidak memuat barang modal pada rencananya ;

b. tidak memuat barang modal pada neraca ;

c. membuat hutang atau kewajiban membayar
dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada
sebenarnya ;

d. penilaian lebih rendah pada pos aktiva serta
penilain lebih tinggi pada pos pasiva.
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Pasal 12

Pasal 13
Pasal 14

Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17

Pasal 18

Pasal 1.9
Pasal 20

— 28 —

Yang dimsksud dengan swasta Nasional adalah
Perusahaan Swasta yang berbadan hukum.

Cukup jelas.

Ketentuan bahwa antar Afiggota Direksi dan antara
Anggota Direksi dengan Kepala Unit/Pabrik tidak
boleh ada hubpungan keluarga sampai derajat ketiga
termasuk menantu dan ipar dimaksudkan untuk
menghindarkan kesan adanya kelompok famili yang
dapat merugikan nama baik Daerah dan Perusaha-
an.

Ijin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah
dalam hal ini, semats-mata hanya diberikan ber-
dasarkan kepentingan Perusahaan, dan hubungan
keluarga termasuk periparan antara Pejabat di
Perusahaan sejauh mungkin perlu dihindarkan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Persetujuan Gubernur Kepala Daerah terhadap tata-
tertib dan cara menjalankan pekerjaan yang dibuat
oleh Direksi dimaksudkan sebagai pengawasan
preventif.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur kewe-
nangan Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 Undang-Undang Nomor 5 Thaun 1962 tentang
Perusahaan Daerah.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal ini
ialah pengawasan umum yang lazim berlaku pada
tiap-tiap Perusahaan, khususnya menyangkut pelak-
sanaan tugas pemimpin, mengurus dan menguasai
Perusahaan yang telah dipercaya Pemilik kepada
apakah telah sesuai dengan garis kebijaksanaan yang
telah ditetapkan.



Pasal 21
Pasal 22
Pasat 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27
Pasal 28

— 29 —

Dalam pelaksanaan sehari-hari pengawasan tersebut
dilakukan oleh Badan Pengawas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud sidang yang khusus adalah sidang
Badan Pengawas.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegakkan
disiplin dan rasa tanggung jawab pada para Pejabat
di Perusahaan, sehingga kerugian yang diderita Per-
usahaan karena kelalaian dalam pelaksanaan tugas
dan kewajiban dari para Pejabat Perusahaan sejauh
mungkin dapat dihindarkan.

Badan yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini
adalah Majelis Pertimbangan Tututan Perbendaha-
raan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Dalam Perusahaan tidak ada pengertian buruly dan
majikan, semuanya adalah Pegawai/Karyawan Per-
usahaan.

Oleh karenanya dalam mengatur kedudukan Hu-
kum, Gaji, Uang Balas Jasa dan penghasilan lainnya
terhadap mereka, berlaku ketentuan yang seragam,
yang diatur dalam suatu Peraturan Pokok Kepega-
waian Perusahaan Daerah.

Sebelum Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan/disahkan, maka
untuk sementara tetap berlaku peraturan Perundang-
undangan bagi Pegawai/Karyawan Perusahaan Dae-
rah,

Cukup jelas.

Dalam penyelenggaraan Perusahaan yang baik, perlu
adanya perencanaan yang baik dalam bentuk Ang-
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Pasal 29

— 30 —

garan Perusahaan, yang pada umumnya dibuat
untuk tiap-tiap tahun buku.

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk me-
neliti dan mempertimbangkan masing-masing mata
anggaran Perusahaan dimaksud, guna menetapkan
skala prioritas serta daya-guna masing-masing mata
anggaran, sehingga diperoleh hasil guna secara
maximal. ‘

Untuk menjamin kelancaran jalannya Ferisahaan,
dalam Pasal ini ditentukan pula bahwa didalam hal
Perusahaan telah memasuki tahun buku baru,
sedang masing-masing mata anggaran tahun buku
sebelumnya tidak ada keberatan yang dikemukakan
oleh Gubernur Kepala Daerah, maka dalam hal ini
Perusahaan dapat mempergunakan anggaran tahun
buku sebelumnya sebagai dasar penyelenggaraan
Perusahaan dalam tahun buku yang sedang berjalan.

Secara berkala, setiap triwulan Direksi menyampai-
kan Laporan Kegiatan Triwulan kepada Badan
Pengawas dan Gubernur Kepala Daerah dengan
memberikan penjelasan sebab-sebab yang mengaki-
batkan serta hal-hal yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan kegiatan dalam triwulan yang bersang-
kutan. Bilamana dijumpai penyimpangan dari ren-
cana kerja/anggaran yang telah ditetapkan, Direksi
agar memberi penjelasan dan keterangan tentang
sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan tersebut
serta usaha-usaha untuk mengatasi dan meningkat-
kan kegiatan tersebut diatas.

Dengan demikian Laporan Kegiatan Berkala Direksi
diharapkan menyangkut tentang informasi bagi
manajemen serta informasi bagi pemilik yang sudah
bersifat analisa dan evaluasi terhadap kegiatan serta
langkah-langkah Direksi dalam memimpin serta me-
ngelola Perusahaan.

Laporan Kegiatan Berkala tersebut diatas antara lain

e. Penyerahan penguasaan kepada pihak lain ;
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meliputi :

a). Laporan Produksi ;

b). Laporan Pemakaian bahan ;

c). Laporan Pemakaian Jam mesin/orang ;

d). Laporan Penjualan ;

¢). Laporan Posisi Likwiditas ;

f). Laporan Hasil Usaha ;

g). Laporan Kepegawaian ;

h). Lain - lain.

Setiap tahun, setelah tahun buku berakhir Direksi
wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban
kepada Gubernur Kepala Daerah.

Laporan pertanggung-jawaban tersebut antara lain
meliputi :

1. Laporan Tahunan ;

2. Neraca dan Penjelasannya ;

3. Daftar Laba/Rugi beserta Penjelasannya ;
4. Penilaian/Pendapat Akuntan.

Laporan pertanggung-jawaban tersebut harus sudah
disampaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah pe-
nutupan tahun buku yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan barang dalam Pasal ini ialah
harta inventaris Perusahaan. Adapun yang dimaksud
dengan perubahan status hukum barang ialah :

a. Penghapusan barang dari daftar inventaris ;
b. Merubah bentuk dan fungsi barang ;

¢. Melepas hak atas barang ;

d. Perubahan hak atas barang ;
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Pasal 32

Pasal 33

f. Penukaran barang ;
g. Penjualan barang ;
h. dan lain-lain.

Pelaksanaan perubahan status hukum barang terse-
but harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 1979.

Laba bersih yang dimaksudkan dalam Pasal ini ada-
lah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan,
setelah dikurangi cadangan tujuan yang wajar untuk
rehabititasi dan perluasan dalam Perusahaan dan
Pajak.

Bagian laba untuk Dana Pembangunan dimaksud-
kan sebagai kewajiban Perusahaan untuk memberi-
kan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat
I yang diperlukan untuk pembangunan Daerah.
Sedangkan bagian laba untuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau deviden dimaksudkan
sebagai bagian untuk Pemilik atau Pemegang
Saham.

Bagian laba untuk cadangan umum dimaksudkan
untuk menampung hal-hal dan kejadian-kejadian
yang tidak dapat diduga semula, antara lain untuk
menutup kerugian tahun-tahun yang lalu.

Karena pendirian Perusahaan ini dilakukan dengan
Peraturan Daerah, maka pembubarannya perlu di-
atur dengan Peraturan Daerah juga.

Pembubaran ini dapat berdasarkan alasan antara
lain ;

Perusahaan dimaksud dianggap sudah tidak dapat
mencapai tujuannya lagi atau perlu dilebur/di-
gabung dengan Perusahaan lainnya guna mendapat-
kan daya-guna dan hasil-guna yang lebih tinggi.

Dalam mengatur kekayasn Perusahaan karena pem-
bubaran tersebut, perlu diperhatikan segala sesuatu
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yang menyangkut kepentingan Pegawai/Karyawan
Perusahaan yang bersangkutan. :

Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
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